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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran
Pemerintah daerah Kota Binjai pada periode 2016-2019. Dalam penelitian ini
menggunakan metode yang bersifat  deskriptif kuntitatif, dengan teknik
pengumpulan data vyaitu metode dokumentasi dan studi pustaka, Data yang
digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari Jaringan Dokumentas: dan
Informasi Hukum Nasional (Jdih) Kota Binjai yang berupa Laporan Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016- 2019. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran kinerja pemerintah
daerah kota binjai tahun anggaran 2016-2019 dapat dikatakan cukup efektif yairu
memiliki tingkat presentase efektivitas rata-rata kurang dari 100%, dan dalam
tingkat efisiensi realisasi anggaran Kinerja pemerintah daerah kota binmjai pada
tahun 2016 memiliki kriteria kurang efisien, kemudian di tahun 2017 memiliki
kreteria cukup efisien dan tahun 2018-2019 memiliki kriteria kurang efisien,
dengan memiliki tingkat presentase efisiensi rata-rata 80%-89,99%. Dengan hal
ini pemerintah daerah kota binjai cukup berhasil menunjukkan kinerja yang cukup
baik dan pemerintah kota bimjai dinilai belum bisa menghemat dana dalam
pengelolaan anggaran belanja.

Kata Kunci : Realisasi Anggaran, Efektivitas Anggaran, Efisiensi Anggaran



ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent of the realization of the local
government budget of the citv of Binjai in the 2016-2019 period. In this study
using a quantitative descriptive method, with data collection techniques, namely
the method of documentation and literature study. The data used is secondary
data obtained from the National Legal Documentation and Information Network
(Jdih) of the city of binjai in the from of the 2016-2019 Regional Revenue and
Expenditure Budget Financial Report. The results show that the level of
effectiviness of then realization of the performance budget of the local government
of the city of Binjai for the 2016-2019 fiscal yvear can be said to be quite effective,
that is, it has an average percentage level of effectiveness of less than 100%, and
the efficiency level of realization of the performance of the local government of
the city of binaji in 2016 has the criteria are less efficient, in the 2017 the criteria
are quite efficient and in 2018-2019 the criteria are less efficient, by having an
average efficiency percentage level of 80%-89,99%. With this, the local
government of the city of Binjai is quite successful in showing a fairly good
performancevand the government of the city of Binjai is considered unable to save
funds in budget management.

Keywords: Budget Realization, Budget Effectiveness, Budget Efficiency
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Anggaran daerah salah satu indikator penilaian efektivitas dan efisiensi
kinerja Pemerintah Daerah yang sangat penting untuk di analisis. Anggaran
merupakan rencana tertulis mengenai suatu kegiatan organisasi yang dinyatakan
secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan bisa juga dibilang dalam satuan
uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam bentuk barang. Anggaran publik
berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dan untuk tiap-tiap program
dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat.
Pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
lebih dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang diubah UU No 23 tahun 2014
yaitu tentang Pemerintahan Daerah, lalu disempurnakan dengan UU No. 9 tahun
2015 yaitu tentang Pemerintahan Daerah dan untuk perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dengam Pemerintah Daerah, mengeluarkan juga UU No. 33
tahun 2004 adalah tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan
pemerintahan daerah dengan ini menyatakan bahwa untuk mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah yang melalui penyedian sumber-sumber
pembiyaan berdasarkan desentralisasi, dokumentasi, tugas pembantuan, dan
intansi vertical juga perlu di atur dengan perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sistem keuangan ini diatur
berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tangungg jawab yang jelas antar
tingkat pemerintahan. Kedua UU ini sangat erat kaitannya dengan adanya

peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah yang harus diikuti dengan



penyerahan keuangan yang sangat dipercaya pemerintah pusat untuk bisa diolah
keuangan di masing-masing daerah.

Perwujudan Good Goverment diperlukan perubahan paradigma pemerintahan
yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat
sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut
suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan
ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa
memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional
maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut, pemerintah otonomi
kepada daerah seluasluasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah
mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar semangkin berguna dan
berhasil menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka
melayani masyarakat. Tuntunan ini agar organisasi sektor publik harus lebih
memperhatikan value for money (ekonomis, efisiensi, dan serta efektivitas) dalam
menjalankan setiap setiap aktivitasnya. Menurut Sumenge (2013) menyatakan
bahwa “Tujuan yang dikehendaki masyarakat yang bertanggung jawab mengenai
value for money, adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya,
efisiensi (berdaya guna) dalam setiap penggunaan sumber alam yang artinya
pengguna diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam yang
diartikan mencapai tujuan dan sasaran”.

Anggaran publik adalah alat perencanaan dan sekaligus alat pengendalian.
Anggaran sebagai alat perencanaan diindikasikan dengan target yang harus
dicapai oleh publik, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian yang

diindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui oleh legislative untuk di



belanjakan, melalui data rekening belanja yang dapat dalam anggaran belanja
lembaga atau organisasi pemerintah akan dilihat apakah anngaran tersebut telah
dibuat dan dapat berperan sebagai pengendalian terhadap suatu pelaksanaan
kegiatan publik. Laporan realisasi anggaran adalah jenis laporan keuangan daerah
yang lebih dihasilkan dahulu kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan
neraca dan laporan arus kas.

Anggaran dalam sektor publik yaitu sebagai tulang punggung (back-bone)
penyelenggaraan pemerintahan. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber
dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola
dan memanfaatkan sumber dana yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan suatu perusahaan adalah bentuk
informasi yang dapat disampaikan secara relevan apabila yang digunakan sistem
yang tepat, hal tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan, terutama bagi para
pengambil keputusan harus dapat menentukan segala sesuatunya dengan baik dan
efektif bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Efisiensi dan Efektivitas sangatlah penting untuk mengukuran atau
membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan
serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya. Menurut Mahmudi (2011) mengatakan bahwa “Efisiensi terkait
dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan
dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut”.
Sedangkan, efektivitas (hasil guna) ialah dukungan pengeluaran dengan tujuan
dan sasaran yang harus dicapai, yang pada dasarnya berhubungan dengan

pencapaian tujuan dan paket kebijakan.



Penilaian efektivitas dan efisiensi pada Dinas Perhubungan Kota Medan lebih

ditekankan dengan penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

yang dilakukan pada setiap tahun anggaran. Penilaian Kinerja yang melalui

LAKIP bertumpu pada output yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota

Medan dengan membandingkan setiap rencana yang ingin dicapai tanpa

memperhatikan outcome, Oleh karena itu LAKIP ialah sarana yang sangat penting

bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sudah

dicapai dan bagaimana proses pencapaian yang dilakukan

tersebut.

instansi publik

Berikut ini perkembangan anggaran dan realisasi dari APBD kota Binjai

selama periode 2016-2019.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi
APBD Kota Binjai 2016-2019

Jenis Anggaran 2016 2017 2018 2019
Pendapatan
L1 | Anggaran |  985,607,494,365.00 | 964,903,163,076.00 | 870,461,218,147.00 948,180,431,992.00
Realisasi | 993 974 628 421.00 | 879.551,758,424.48 | 867,761,218,147.00 960,365,036,459.00
Persentase 99.824% 91.154% 99.690% 101.285%
Belanja
2| | Anggaran | 1,023,554,570,568.90 | 978,587,608,010.32 | 951,373,613,233.00 961,857,047,999.00
Realisasi | 1 o5 411103.368.50 | 849,025,483,683.96 | 867,761,218,147.00 957,665,036,459.00
Persentase 100.181% 86.760% 91.211% 99.564%
Pembiayaan
3| | Anggaran |  37,947,076,203.90 |  14,273,184,659.32 | 13,766,616,007.00 13,766,616,007.00
Realisasi 38,233,614,169.60 |  15,687,285,030.15 |  8,072,342,059.00 3,200,000,000.00
Persentase 100.755% 109.907% 58.637% 23.245%

Sumber : Pemko Binjai, 2020




Data di atas menunjukkan selama periode 2016 sampai 2019 pendapatan
asli daerah pemerintah kota Binjai mengalami fluktuasi, sedangkan belanja daerah
mengalami penurunan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Binjai belum mampu
menetapkan anggaran yang sesuai, sehingga banyak hal-hal yang diperbaiki serta
ditindak lanjuti untuk sebagai program kerja yang lebih baik. Oleh karena itu,
Pemerintah Kota Binjai belum terlihat efektif serta efisien dalam merealisasikan
anggarannya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul tentang
”Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efesiensi

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Binjai”.

1.2. ldentifikasi Masalah dan Batasan Masalah
1.2.1.  ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi identifikasi masalah
penelitian ini sebagai berikut:
a. Peningkatan penerimaan daerah belum sesuai target yang diharapkan.
b. Terjadi peningkatan belanja daerah mengindikasikan adanya dampak pada

efesiensi penggunaan anggaran.

1.2.2. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak terlalu luas serta untuk mempermudah dan
memperjelas pelaksanaan penelitian, maka permasalahan dibatasi tentang
efektifitas dan efesien APBD daerah kota Binjai periode 2016 - 2019.
1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan wuraian dan penjelasan latar belakang yang telah
dikembangkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi dasar dalam

penyususana SKripsi ini, yaitu :



Bagaimana realisasi anggaran Pemerintahan Kota Binjai periode 2016 sampai
dengan 2019 ?

Bagaimana tingkat efektivitas realisasi anggaran Pemerintahan Kota Binjai
periode 2016 sampai dengan 2019 ?

Bagaimana tingkat efisiensi realisasi anggran Pemerintahan Kota Binjali
periode 2016 sampai dengan 2019 ?

Apakah realisasi anggaran Pemerintahan Kota Binjai sudah dilaksanakan

secara efektif dan efisien ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah :

a.

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana realisasi anggaran
Pemerintah Kota Binjai periode 2016 sampai dengan 2019.

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas realisasi
anggaran Pemerintah Kota Binjai periode 2016 sampai dengan 2019.

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efisiensi realisasi
anggaran Pemerintahan Kota Binjai periode 2016 sampai dengan 20109.

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Realisasi Anggaran

Pemerintahan Kota Binjai sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini mempunyai

empat manfaat, yaitu :

a. Bagi Pemerintah Kota Binjai



Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi
Pemerintah Kota Binjai dalam mengevaluasi Efektivitas dan Efisiensi
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah.

b. Bagi Pihak Akademis

Penelitian ini menjadi masukan dalam sebagai sumbangan pemikiran bagi
Universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu
Akuntansi Publik terutama berkaitan dengan Analisis Realisasi Anggaran
untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk dipelajari dan dikaji lebih mendalam lagi
mengenai Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian lain  yang

berhubungan dengan Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas

dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Kiky Muryanti
(2017) yang meneliti tentang Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai
Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Wonogiri Tahun Anggaran
2011-2015 . Perbedaan penelitian terletak pada :
a. Variabel penelitian : penelitian tidak memiliki perbedaan variabel dengan

penelitian sebelumnya.



. Jumlah observasi/ sampel (n) : peneliti terdahulu menggunakan data tahun
2011-2015 sedangkan penelitian sekarang menggunakan data tahun 2016-2019.
. Waktu penelitian : penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sedangkan
penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2020.

. Lokasi penelitian : penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Daerah
Wonogiri sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kota Binjai.

. Metode penelitian : peneliti sama - sama menggunakan analisis deskriptif.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Teori Efektivitas
Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari
kata efektif yang berarti memberikan hasil yang memuaskan. Teori Efektivitas
merupakan salah satu pencapain yang ingin diraih oleh sebuah perusahaan
ataupun organisasi. Efektivitas tidak sama dengan efisiensi karena keduanya
mempunyai makna yang berbeda, walaupun kata efisiensi terkait dengan
efektivitas. Efisiensi memiliki pengertian perbandingan antara biaya dan hasil,
sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.
Mahmudi (2016) menyatakan “analisis efektivitas merupakan
kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan sesuali
dengan yang ditargetkan dan membandingkan realisasi pendapatan dengan target
penerimaan pendapatan yang di anggarkan”. Rasio efektivitas merupkan
kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang direncanakan
dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdaskan potensi riil
daerah. Oleh karena itu nilai efektivitas dikategorikan sebagai berikut:
a. Sangat efektif : > 100%
b. Efektif : 100%
c. Cukup efektif : 90% - 99%
d. Kurang efektif : 75% - 89%

e. Tidak efektif : < 75%
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2.1.2  Teori Efisiensi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) efisiensi dapat diartikan
sebagai ketepatan cara didalam melakukan sesuatu, serta kemampuan
melaksankan tugas dengan baik serta tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan
juga tenaga. Menurut Mahmudi (2016) mengatakan bahwa “Analisis Efisiensi
adalah pendapatan yang dihitung dengan cara membandingkan biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan
pendapatan”.

Tujuan dan manfaat efisiensi adalah untuk mencapai hasil dan tujan yang
ingin dicapai, menghemat penggunaan sumber daya sehingga tidak ada yang
terbuang dengan sia-sia, meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga hasil
keluaran semakin maksimal, untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin
didapatkan.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya
yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dan belanja
dengan realisasi yang diterima. Oleh karena itu penilaian efisiensi sebagai berikut
yaitu :

a. Tidak efisien : > 100%

b. Kurang efisien : 100% - 90%
c. Cukup efisien : 90% - 80%
d. Efisien : 80% - 60%

e. Sangat efisien : <60 %
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2.1.3. Teori Pengendalian Realisasi Program

Pengendalian adalah proses usaha untuk membandingkan prestasi kerja
dengan rencana, serta untuk mengoreksi penyimpangan atau kesenjangan yang
terjadi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa pengendalian realisasi program merupakan proses usaha untuk
membandingkan prestasi kerja program dengan rencana program. Pengendalian
realisasi program dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi agar
program dapat berjalan sesuai yang seharusnya dan tujuan organisasi secara
keseluruhan dapat terjadi.

Pengendalian program dilakukan untuk menjamin aktivitas yang
dilakukan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan organisasi. Pengendalian
adalah suatu ukuran pelaksanaan dengan membandingkan hasil sesungguhnya
yang dicapai oleh program dengan tolak ukur atau standar yang telah ditetapkan.
Dengan pengendalian organisasiakan mengawasi dan mengevaluasi apakah
program berjalan seperti yang diinginkan, sehingga apabila organisasi tidak
melakukan pengendalian dengan baik mungkin saja organisasi akan gagal
mencapai tujuannya. Fungsi pengendalian yaitu :

a. Pengendalian preventif (berbentuk sistem kendali mutu proses), berfungsi
untuk memastikan sasaran program dan rencana strategis lain tercapai.

b. Pengendalian operasional (berntuk pengawasan realisasi anggaran),
berfungsi agar anggaran dapat efektif dan efisien,

c. Pengendalian kinerja (pengukuran hasil dibandingkan tolak ukur Kinerja),

yang fungsinya untuk menjamin kualitas rencana.
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2.1.4. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik yaitu rencana financial yang berisi tentang
perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan terjadi di masa
mendatang dengan melihat data yang diperoleh dimasa sebelumnya sebagai acuan
penepatan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran adalah salah
suatu proses politik, Karena di dalam sektor publik anggaran yang harus
diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Penggunaan anggaran pada sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan
dan pengendalian sumber daya baik itu keuangan atau sebaliknya.

Sektor publik mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan
suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya
sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh
karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara terusmenerus dan
tidak boleh diabaikan.

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pengertian anggaran sektor publik
adalah “ Anggaran sektor publik ialah instrument akuntabilitas atas pengelolaan
dan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik”.
Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik yaitu suatu dokumen yang
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi
mengenai pendapatan belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik sangat
terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan

aktifitas dalam satuan moneter. Pada sektor publik, anggaran harus
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diinformasikan dengan jelas kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan
diberi masukan.

Anggaran merupakan salah satu alat bantu manajemen yang memegang
peranan sangat penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan,
mengatur, dan mengevaluasi jalannya yang sesuai dengan kegiatannya. Nafarin
(2012) menyatakan bahwa “Anggaran yaitu sesuatu rencana tertulis kegiatan suatu
organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam jangka waktu tertentu dan
umumnya dinyatakan dalam satuan uang”. Menurut ”Commite on Governmental
Accounting” Haruman (2010) mengatakan bahwa ‘“anggaran merupakan suatu
rencana operasi keuangan yang mencakup semua estimasi pengeluaran yang telah
diusulkan dan dari sumber pendapatan yang didapatkan untuk pembiayan dalam
periode waktu tertentu”.

Bastian (2010) mengatakan bahwa Anggaran memiliki suatu karakteristik
yaitu sebagai berikut :

a. Anggaran dijelaskan dalam bentuk satuan keuangan dan satuan non
keuangan.

b. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu dan dalam satuan
tahun.

c. Anggaran berisi tentang komitmen dan kesanggupan manajemen yang
tujuannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

d. Usulan anggaran yang disetujui oleh pihak yang berwajib lebih tinggi dari
penyususunan anggaran.

e. anggaran yang disusun hanya bisa diubah dengan kondisi tertentu.
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2.1.5  Fungsi Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai
berikut :
a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan atau Planning Too).

Anggaran sektor publik yang dibuat untuk merencanakan suatu tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah vyaitu, berupa berapa biaya yang
dibutuhkan, dan berapa hasil yang telah diperoleh dari belanja pemerintah.
Adapun Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk sebagai

berikut :

1) Untuk merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang sesuai dengan visi
dan misi yang telah ditetapkan.

2) Untuk merencanakan suatu program dan kegiatan yang untuk pencapaian
tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.

3) Untuk pengalokasian dana di berbagai program dan kegiatan yang disusun.

4) Untuk menentukan indikator kinerja yang btelah ditentukan dan tingkat
pencapaian strategi.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian atau Control Tool.

Anggaran sebagai alat pengendalian yaitu sebagai alat pengendaliann yang

memberikan rencana sangat detail atas pendapatan serta pengeluaran

pemerintah agar yang dibelanja bisa dipertanggung jawabkan kepada publik.

Anggaran sebagai alat pengendalian dapat juga digunakan untuk menghindari

adanya overspending, underspending dan salah sasaran dalam pengalokasian

anggaran dalam bentuk lain yang bukan merupakan prioritas. Adapun alat
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Pengendalian anggaran publik yang bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu

sebagai berikut :

1) Untuk Membandingkan Kkinerja yang aktual dengan Kkinerja yang
dianggarkan.

2) Untuk Menghitung selisih anggaran (favourable dan unfavourable
variances).

3) Untuk Menetukan apa yang menjadi penyebab yang dapat dikendalikan
(controllable) danb tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) dala suatu
varians.

4) Untuk revisi standar biaya dan target anggaran untuk tahun yang akan
datang.

c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal atau Fiscal Tool.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal ini pemerintah juga dapat digunakan

untuk menstabilkan ekonomi serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran bisa juga digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan

mengkoordinasikan  kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat

mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Anggaran Sebagai Alat Politik atau Political Tool.
Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan
kebutuhan keuangan terhadap suatu prioritas tersebut. Pada sektor publik,
anggaran ialah dokumen politik dalam bentuk komitmen eksekutif dan
kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik yang untuk kepentingan

tertentu. Dalam pembentukan anggaran ini publik dapat membutuhkan



16

political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi serta pemahaman
tentang prinsip manajemen keuangan publik pada para manajer publik.

. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi atauCoordination and
Communication Tool.

Dalam unit kerja pemerintahan yang dilibatkan dalam proses penyusunan
anggaran, Anggaran publik adalah alat koordinasi antar bagian dalam
pemerintahan. Anggaran publik yang telah disusun dengan baik akan bisa
mendeteksi apa yang telah terjadi disuatu unit kerja dalam pencapaian

tujuan organisasi sangat baik.

Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja atau Performance Measurement
Tool.

Anggaran adalah wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada
pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif dapat dinilai berdasarkan
pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang telah
ditetapkan. Kinerja manajer publik dapat dinilai berdasarkan berapa yang

berhasil di capai, dikaitkan dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

. Anggaran Sebagai Alat Motivasi atau Motivation Tool.

Anggaran ini merupakan alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar
bekerja lebih secara ekonomis, efektif dan efisien dalam pencapaian target
yang ditentukan. Untuk memotivasi pegawai, anggaran seharusnya bersifat
challenging but attainable atau demanding but achieveable maksudnya yaitu
target anggaran jangan terlalu lebih sehingga tidak dapat dipenuhi dan

jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk didapatkan.
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h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik atau Public

Share.
Berfungsi untuk organisasi swasta yaitu dokumen rahasia yang sangat
tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non
publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan
organisasi masyarakat lainnya, yang dapat terlibat dalam proses
penganggaran publik. Keterlibatan ini dapat bersifat langsung ataupun tidak
langsung. Keterlibatan yang bersifat langsung yaitu masyarakat dalam proses
penganggaran dapat dilaksanakan mulai dari proses penyusunan perencanaan
pembangunan ataupun rencana kinerja publik (daerah), sedangkan
keterlibatan yang bersifat tidak langsung ialah yang mewakili mereka di
lembaga legislatif (DPR/DPRD).
2.1.6  Prinsi Anggaran Sektor Publik
Adapun beberapa anggaran sektor publik yang memiliki prinsip, yaitu
sebagi berikut :

a. Otoritas legislatif yaitu Anggaran publik yang mendapatkan otorisasi dari
legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dan dapat membelanjakan
anggaran tersebut.

b. Komprehensif adalah semua anggaran harus menunjukkan penerimaan serta
pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, adanya dana non budgetair yang
pada dasarnya menyalahkan  prinsip-prinsip anggaran yang brsifat

komprehensif.
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c. Keutuhan anggaran ialah Semua penerimaan atau belanja pemerintah harus
tertulis dalam dana umum.

d. Nondiscretionary Appropriation adalah Jumlah yang telah disetujui oleh
dewan legislative dapat bermanfaat secara ekonomis, efisien, dan efektif.

e. Periodik merupakan suatu proses anggaran yang bisa bersifat tahunan
maupun multi tahunan.

f. Akurat adalah estimasi anggaran yang semestinya tidak memasukkan
cadangan yang tersembunyi, dapat dijadikan sebagai pemborosan dan in
efesiensi anggaran dan dapat menyebabkan munculnya underestimate
pendapatan over pengeluaran.

g. Jelas ialah Anggaran seharusnya sederhana, dapat difahami dan tidak
membingungkan masyarakat.

h. Diketahui publik maksudnya aialah anggaran ini sangat penting

diimformasikan ke masyarakat luas agar mengetahui anggaran tersebut.

2.1.7  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana
penerimaan dan pengeluaran daerah yang mencakup rencana pendapatan, belanja,
bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD dan ditentukan
dalam Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dapat disingkat APBD merupakan suatu kegiatan keuangan tahunan pemerintah
daerah yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (UU No. 17

Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).
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Menurut Mahsun (2011) menyatakan bahwa “Anggaran pendapatan dan
belanja daerah merupakan daftar yang memuat penjabaran penerimaan daerah
serta pengeluaran belanja daerah selama satu tahun”.

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa “APBD adalah rencana
kegiatan kerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan
melibatkan adanya suatu sumber penerimaan yang mengenai target dan beban
dalam batas maksimal untuk suatu periode anggaran”.

Semua bentuk Penerimaan Daerah serta Pengeluaran Daerah harus ditulis
dan dikelola dalam APBD. APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah
dalam satu tahun anggaran. APBD vyaitu rencana kegiatan yang berkaitan dengan
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam bentuk pelaksanaan Desentralisasi
dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan penerimaan Daerah bertujuan sebagai
memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD. APBD ialah dasar
pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi salah satu dasar bagi
kegiatan pengendalian, pemeriksaan serta pengawasan keuangan daerah. Tahun
anggaran APBD dan tahun anggaran APBN vyaitu sama mulai dari tanggal 1
Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. Sehingga pengelolaan, pengendalian,
dan pengawasan keuangan daerah bisa dilaksanakan dalam waktu tersebut.

Berkaitan dalam belanja yaitu jumlah belanja yang telah dianggarkan ialah
batas tertinggi pada setiap jenis belanja. Oleh karena itu, realisasi belanja tidak
dapat melebihi jumlah anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Penganggaran
pengeluaran harus didukung pada adanya kepastian yang tersedia di penerimaan

dalam jumlah yang cukup.
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APBD vyang meleputi dari anggaran pendapatan dan pembiayaan,
pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
Sedangkan bagian dana perimbangan iyalah: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti
dana hibah serta dana darurat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus
dibayar kembali atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.8. Fungsi dan Tujuan APBD

Adapun beberapa fungsi APBD jika dilihat dari kebijakan fiskal yaitu

sebagai berikut :

a. Fungsi otorisasi merupakan anggaran daerah yang menjadi dasar pelaksanaan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi perencanaan yaitu bahwa anggaran daerah menjadi patokkan untuk
manajemen dalam merencanakan kegiatannya pada tahun yang berkaitan.

c. Fungsi pengawasan memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman
untuk penilaian apakah kegiatan ini diselenggarakan pemerintah daerah
sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi alokasi mempunyai arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan agar
terciptanya lapangan pekerja atau mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian.
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e. Fungsi distribusi adalah setiap kebijakan anggaran daerah harus
memperlihatkan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi yaitu bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi petunjuk
untuk memelihara dan mengutamakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah yang baik.

Setiap tahunnya pemerintah daerah harus menyusus dan membuat
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penyusunan APBD
ialah sebagai petunjuk pengeluaran dan penerimaan daerah agar menjadi
keseimbangan yang dinamis, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan daerah demi
menciptakan peningkatan produksi, meningkatnya kesempatan Kkerja, dan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Akhirnya semua ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur, baik itu material ataupun spiritual yang bedasarkan peraturan Pancasila
dan UUD 1945, serta mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah

untuk mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

2.1.9. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD vyaitu salah satu komponen sumber
pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 UU No 22 tahun 1999 ialah tentang
pemerintahan daerah, berdasarkan pada pasal 79 UU No 22 tahun 1999 dapat
diartikan sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dari sumber -

sumber di wilayahnya berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
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Bahihaqi (2011) menyatakan bahwa ‘Pendapatan daerah merupakan
penambahan nilai pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pendapatan
daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
peningkatan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang berkaitan”. UU No.
28 Tahun 2009 dengan ini menyatakan bahwa “pendapatan asli daerah adalah
sumber keuangan daerah yang didapat dari wilayah daerah yang terdiri dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

UU No0.32 Tahun 2004 menyebutkan “Pendapatan daerah merupakan
semua hak daerah yang diakui sebagai nilai penambah kekayaan bersih dalam
periode anggaran tertentu”. Dalam UU No0.33 Tahun 2004 mengatakan bahwa
“Pendapatan asli daerah yang disebut PAD vyaitu pendapatan yang didapati dari
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-
undangan”.

Mengenai beberapa pendapat-pendapat diatas penulis menyimpulkan
bahwa pendapatan asli daerah ialah semua penerimaan keuangan yang telah
didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapatkan dari sumber-
sumber yang memiliki potensi di daerah tersebut contohnya yaitu hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan UU RI No0.32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli

daerah, yaitu sebagai berikut :
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah yaitu, berdasarkan pasal 1 UU No. 28 Tahun
2009 ialah berkontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak
ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, maka dari itu pajak daerah merupakan pemungutan pajak
yang dilakukan daerah yang sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.
Adapun beberapa jenis hasil pajak daerah sebagai berikut : pajak
hotel, pajak restaurant dan rumah makan, pajak hiburan, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan c,
dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman.

b. Hasil retribusi daerah yaitu sebagai pembayaran atas jasa atau izin
tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan pribadi atau badan (Pasal 1 UU No. 28 Tahun
2009). Adapun beberapa jenis dalam retribusi daerah yaitu retribusi
jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan merupakan hasil pendapatan daerah yang
didapatkan dari keuntungan perusahaan daerah yang berupa dana

pembangunan daerah dan merupakan juga bagian anggaran untuk
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belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang
dipisahkan antara lain yaitu : bagian laba, deviden, serta penjualan
saham milik daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah berupa jasa giro,
penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih
nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, serta
bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang
atau jasa daerah.

2. Dana perimbangan berdasarkan Undang - Undang No0.33 Tahun 2004
yaitu tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada Pasal
1 angka 19 menyatakan bahwa “Dana Perimbangan merupakan dana yang
didapat dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dana
perimbangan ialah untuk mengurangi kesenjangan pada fiskal yang terjadi
antara pemerintah dan pemerintah daerah. Undang - Undang No0.32 Tahun
2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyatakan dana perimbangan yang
terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil, yang bersumber dari hasil pajak serta dari
sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak
adalah sebagai berikut : 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor
perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. 2. Bea

Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor
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perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.
Adapun dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam
ialah sebagai berikut : 1. Penerimaan kehutanan berasal dari iuran
hak pengusahaan hutan / IHPH, dan provisi sumber daya hutan /
PSDH. 2. Penerimaan pertambangan umum yang terdiri dari
penerimaan iuran tetap / landrent dan penerimaan iuran ekplorisasi
royalty yang dihasilkan dari wilayah daerah yang berkaitan. 3.
Penerimaan perikanan diterima secara nasional yang dihasilkan
dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan atau penerimaan
pungutan hasil perikanan. 4. Penerimaan pertambangan minyak
yang dihasilkan di wilayah daerah tersebut.

. Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan jumlah dana yang
dialokasikan kepada Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di
Indonesia setiap tahunnya yaitu sebagai dana pembangunan. DAU
adalah komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu
bagian dari pendapatan pada APBD. Tujuan dari DAU vyaitu
sebagai pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus atau DAK ialah alokasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota
yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
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3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Undamg - Undang No.32
Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 megatakan bahwa pendapatan daerah yang
sah ialah seluruh pendapatan daerah yang selain PAD serta dana
perimbangan, yaitu meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan
yang telah ditetapkan pemerintah.

2.1.10. Laporan Realisasi Anggaran Publik

Laporan realisasi anggaran atau LRA adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu
periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

Laporan realisasi anggaran dirinci dalam laporan keuangan akan
dijelaskan secara dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan ini akan
memuat informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan
fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya material antara anggaran dan
realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut.

Dengan ini bahwa laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi
sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah
pusat dan daerah serta beresiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi
tersebut.

Laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah
sumber daya ekonomi yang digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip
ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta sesuai dengan peraturan perundang —

undangan yang berlaku.
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Standar laporan realisasi anggaran bertujuan untuk mengungkapkan
kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan
keuangan serta menentukan dasar - dasar penyajian laporan realisasi anggaran
untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang — undangan.

Laporan realisasi anggaran memiliki informasi yang berguna dalam
memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan ini juga memprediksi resiko
ketidaktepatan dari sumber — sumber daya ekonomi yang berkaitan dengan
kegiatan pemerintah. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi untuk
para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang
diperoleh dan digunakan sebagai berikut :

a. Telah dilakukan secara efektif, efisien, dan hemat.
b. sudahkah sesuai dengan anggarannya.
c. Sudahkah sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang telah

ditetukan.

2.1.11 Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik
Adapun beberapa komponen dari Laporan Realisasi Anggaran yaitu
sebagai berikut :
1) Laporan Pendapatan LRA
Pendapatan negara/daerah adalah iuran rakyat yang diamanatkan kepada

Pemerintah, sehingga pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan
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pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan

pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum
Negara/Daerah. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas
bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat
notenyanamun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak
dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka

dapat mencatat nilai netonya.

2) Laporan Belanja

Belanja merupakan pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk
pengeluaran yang ditetukan dalam dokumen otoritas kredit anggaran
(allotment). Belanja dirinci untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban
yang sesuai dengan ketentuan dan dapat diluaskan untuk keperluan
pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja
tersebut.

Pembayaran belanja juga dilakukan secara langsung atau melalui dana kas
kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pembayaran
diberikan langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan
penerimanya sudah pasti. Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk
membayar keperluan sehari — hari kantor. Pada dasarnya pemerintah

menggunakan sistem dana tetap.
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3) Laporan Surplus /Defisit - LRA

Surplus — LRA ialah selisih lebih dari pendapatan — LRA dan belanja
selama satu periode. Defisit — LRA ialah selesih kurang antara pendapatan —
LRA dan belanja selama satu periode pelaporan ini dicatat dalam pos
Surplus/Defisit — LRA. Perhitungan surplus/defisit — LRA ini dilakukan di
tingkat pemerintah pusat atau daerah melalui jurnal penutup pada saat
dilakukan proses konsolidasi.
4) Laporan Pembiayaan

Pembiayaan (financing) merupakan penerimaan yang perlu dibayar
kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran selanjutnya, yang dalam
anggaran publik terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran. Penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan kas daerah antara
lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi publik, hasil
privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan
pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada rekening Kas Umum
Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan asas bruto. Sedangkan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
5) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SIKPA)

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran atau SiLPA/SIKPA yaitu

selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan atau pengeluaran selama satu
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periode pelaporan. SILPA/SIKPA didapat dari penutupan akun Surplus/Defisit
dan pembiayaan neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya

dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Gambar 2.1 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemeintah
Kabupaten/Kota
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LAMPIRAN A5
PERATURAN PEMERINTAH RI
NOMOR & TAHUN 2006
TANGGAL 3 APRIL 2006

ILUSTRASI RORMAT LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN; KOTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINT AH KABUPAT EN/KOTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAT DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

. Dalam Rupiak)
e 20X1

et A Anggaran | Realisasi | %) | Realisasi
33

54 BELANJA TAK TERDUGA

55 Belmja Tak Terduga XX 0 b 2000
S6 Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) 00K 00K xx 300K
57 JUMLAH BELANJIA 43 + 52 + 56) s 20K xx 000K
54

59 |TRANSFER

&0 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

61 Bagi Hasil Pajak axx 0 e 00
62 Bagi Hasil Retnbusi %% 0 x> 000
63 Bagi Hasil Perdapatan Lainnya %X 0 0 200
1 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA {61 s/d 63) 000K 00K xx oK
65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64) 000K 200K 000 o0
&6 SURPLUS/DEFISIT {33 - 65) 000C 000 00K 000K
67

68 |PEMBIAYAAN

€9

70 PENERTMAAN PEMBIAYAAN

71 Pengmunaan SilPA P 0 o 000
T2 Percairan Dana Cadangan %X 00 ¢ ¢
73 Hasil Penjualan Kekayaan Daemah vang Dipisahkan KX 0 o x00
74 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat %X 0% xx 00
75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemenntah Daemh Lainnva aoxx 0 £-3 o
76 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank X 0 xx 000
77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XX 000 b3 00
78 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi axx 00 o 000
79 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya X 0 »x 00t
a0 Pererimaan Kembali Finjaman kepada Perusahaan Negam XX 0 P-4 X
a1 Pererimaan Kembali Finjaman kepada Perusahaan Dosrah XX 000 b3 2300
a2 Pererimaan Kembali Finjaman kepada Pemenntah Daemh Lamnya XX 0 o X3¢
a3 Jumlah Penerimaan {71 s/d 82) oK MO xx OO
44

as PENGELUARAN PEMEIAYAAN

a6 Pembentulan Dana Cadangan XX 0 o 2000
a7 Penyertaan Madal Remerintah Doerah K% 0 x 00
ag Pembavaran Pakak Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XX 0 o 0
a9 Pembavaran Pakak Pinjoman Dalam Negeri - Pemenntoh Daerah Lainnya axx 200 - 2000
90 Pembavaran Pakak Pinj Dalam Negeri - Lembaga Kevangan Bank %X 0 % 2000
91 Pembavaran Pakak Pinjaman Dalam Negerd - Lembaga Keuangan Bukan Bank %X o x 000
92 Pembayaran Pakak Pinj Dalam Negeri - Obligasi X 000 b= 00
93 Pembavaran Pakak Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya axX 0 o 00
ag Pemberian Pinjaman kepada Perusabaan Negama aoxx 0 o 0
a9 Pembenan Pinjaman kepaoda Perusabaan Daemh KX 0 b= 00
90 Pembenian Pinjaman kepada Pemerintah Dasrah Lainnyva XX 000 b 2000
a1 Jumlah Pengeluaran {86 s/d 90] 00K 000 xx 2000
92 PEMEIAYAAN NETO {83 - 91) 000K 000K xx 000K
23

94 Sisa Leblh Pemblayaan A.ngnn {66.92) 00K 200K xx b3

2.1.12 Efektivitas Kinerja Anggaran Sektor Publik

Efektivitas Kkinerja anggaran sektor publik merupakan suatu ukuran
berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila
organisasi berhasil mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi telah berjalan
dengan efektif. Efektivitas ini melihat apakah program dan kegiatan telah

mencapai kegiatan yang di tentukan. Pengukuran dalam efektivitas mengukur
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hasil akhir dari suatu pelayanan setalah itu dikaitkan dengan outputnya (cost of
outcome).

Mahmudi (2011) menyatakan bahwa” efektivitas atau hasil guna ialah
dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus tercapai”.
Dalam hal ini efektivitas pada dasarnya sangat berhubungan dengan pencapaian
tujuan atau paket kebijakan. Suatu kegiatan operasional dikatakan efektif apabila
proses kegiatannya mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Indikator efektivitas ini menggambarkan jangkauan akibat dan dampak
(outcome) dan keluaran (output) program dalam pencapaian tujuan program.
Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan
atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif hasil kerja suatu organisasi.
Dalam Pengukuran efektivitas ini dilakukan hanya untuk mengukur outcome.

Tingkat suatu efektivitas yang diukur dengan membandingkan realisasi
anggaran penerimaan target dengan anggaran penerimaan dengan rumus Yaitu

sebagai beriku :

Realisasi penerimaan PAD
Rasio efektivitas = -------------=-=-m-mmmmmmmeoo- x100%
Anggaran penerimaan PAD

Sumber: Mahmudi (2011)

2.1.13 Efisiensi Kinerja Anggaran Sektor Publik
Efisiensi kinerja anggaran sektor publik yaitu dapat diukur dengan rasio
output dan input. Pengukuran ini berhubungan erat dengan konsep produktivitas,

pengukuran efesiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output
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yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efisiensi kinerja anggaran sektor

publik lebih bersifat relatif.

Raharjo (2011) mengemukakan bahwa “efisiensi adalah suatu kondisi
atau keadaan, dimana penyelesaian pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan
penuh dengan kemampuan yang dimiliki”. Secara sistematis, efisiensi yaitu
perbandingan antara output dan input atau dengan sebutan lain output per unit
input. Oleh kerna itu efisiensi merupakan tingkat pencapaian output yang
maksimum dengan input tertentu. Rasio efisiensi belanja ini dirumuskan sebagai

berikut:

Realisasi Belanja
Rasio efesiensi = -------------=-=--------- x100%
Anggaran Belanja

Sumber: Raharjo (2011)

2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya
Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian
Abdurrohman | Analisis Realsasi | Anggaran, Hasil penelitian ini
Wiro Anggaran Efektivitas, menunjukkan bahwa
Handoko Pendapatan  dan Efisiensi, dispenda kota
(2014) Belanja Berbasis | Kinerja Surabaya dalam
Kinerja pada tingkat efektif dan
Dispenda Kota efisien pada tahun
Surabaya 2011 samapai 2012.
Ariel Sharon | Analisi  Efektivitas | Anggaran Hasil penelitian ini
Sumenge dan Efisiensi | Efektivitas, menunjukkan  bahwa
(2013) Pelaksanaan Efisiensi Kinerja | anggaran belanja
Anggaran  Belanja BAPPEDA Minahasa
pada Badan Selatan 2008 samapai
Perencanaan 2011 dapat dikatan
Pembangunan efektif dan efisien.
Daerah (BAPPEDA)
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Minahasa Selatan

Kiky
Muryanti
(2017)

Analisis  Realisasi
Anggaran untuk
Menilai  Efektivitas
dan Efisien Kinerja
Pemerintah  Daerah
Wonogiri Pada
Tahun Anggaran
2011 samapai 2015.

Anggaran
Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja

Hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa
perkembangan tingkat
efektivitas pengelolaan
keuangan sangat
efektif dan tingkat
efisien pengelolaan
keuangan sangat
efisien.

Haris
Budiman
(2018)

Analisis  Anggaran

dalam Menilali
Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja

Pemerintah  Daerah
Banjarmasin

Anggaran
Efektivitas Dan
Efisiensi Kinerja

Hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa
perkembangan tingkat
efektivitas pengelolaan
keuangannya  sudah
efektif namun belum
efisien dam
pengelolaan

keuangannya.

Sularsih
(2019)

Analisis
Implementasi
Penilaian Kinerja
Anggaran di Tinjau
dari Efektivitas dan
Efisiensi ( Studi
Kasus  Pemerintah
Daerah Magelang)

Anggaran
Efektivitas dan
Efisiensi Kinerja

Hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa
implementasi penilaian

Kinerja anggaran
berbasis efektivitas dan
efisiensi mampu
menilai Kinerja
pemerintah daerah

dengan tepat.

2.3 Kerangka Konseptual

Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam

rangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan

kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan

dan pengawasan. Dalam perencanaan anggaran daerah, Pemerintah Daerah

menyusun rencana operasional yang implikasinya dinyatakan dalam laporan

berupa Laporan Pendapatan LRA, Laporan Belanja, Laporan Surplus /Defisit —




35

LRA, Laporan Pembiayaan dan Laporan Sisa lebih/kurang pembiayaan
(SILPA/SIKPA).

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar
rencana yang telah disusun sebelurnnya dapat dicapai. Dengan demikian
pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila
perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan
yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para pelaksana
anggaran telah bekerja dengan baik dalam mengelola keuangan daerah. Tujuan
pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan
nemperbaiki kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalah artikan yaitu
mencari kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu
kesalahan yang dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin
tercapainya tujuan-tujuan dan rencana kerja.

Kinerja anggaran dapat di nilai dari rasio efektivitas dan efesiensi.
Efektivitas (hasil guna) adalah dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau
sasaran yang harus tercapai. Menurut Mahmudi (2011) bahwa “Pengertian
efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan paket
kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan ini
mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan”.

Raharjo (2011) menyatakan bahwa “Efisien iyalah suatu kondisi atau

keadaan, dimana penyelesaian dalam pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan
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penuh kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efisiensi adalah perbandingan
antara output dan input atau dengan istilah lain output per unit input” .
Berikut ini adalah gambar kerangka konseptual untuk melihat hubungan

atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Pemko Binjali

l

Laporan Realisasi Anggaran

Tingkat Efektivitas Tingkat Efisiensi
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran

A

Analisis




BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat

deskriptif. Umar (2011) mengemukakan bahwa “penelitian deskriptif yaitu suatu
penelitian ~ untuk  menyusun,  mengklasifikasikan,  menafsirkan  serta
menginterprestasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang
masalah”.
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian adalah Pemerintahan Kota
Madyia Binjai sebagai penyelenggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan Juni 2020,
dengan format berikut:

Tabel 3.1. Skedul ProsesPenelitian

Okt- Nov- Mar

Feb-Mar 20 | Apr-Sept 20 20 21

Apr- sep2l

1 3412|3412 |1]2(3|4|1|2]|3

4

No Aktivitas
1 | Riset Awal/ Pengajuan Judul
2 | Penyusunan Prososal
3 | Seminar Proposal
4 | Perbaikan Acc Proposal
5 | Pengolahan Data
6 | Penyusunan Skripsi

37
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Bimbingan Skripsi
Sidang Meja Hijau

3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kualitatif dan data
kuantitatif. Kuncoro (2013) menyatakan bahwa jenis data terbagi dua macam
yaitu : data kualitatif merupakan data berbentuk dekskriptif atau uraian lain dan
pengukurannya tidak dapat menggunakan skala numerik, data kuantitatif yaitu
data berbentuk angka atau bilangan. Oleh karena itu untuk bisa dilakukan
pemrosesan statistik, bentuk penelitian kualitatif harus disajikan dalam angka-
angka ( kualitatif yang di kuantitatifkan).
3.3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Sugiyono (2012)
menggemukakan bahwa “data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh
dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang
bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
dinas terkait”. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder karena penelitian
ini mengumpulkan informasi data yang telah diolah oleh pihak yang berwenang
dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan data lain yang
diperlukan dalam penelitian.
3.4  Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu suatu petunjuk bagaimana variabel diukur, yang
bertujuan untuk menilai sejauh mana petingnya variabel yang digunakan dalam

penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan
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penelitian nantinya. Untuk mengarahkan penelitian ini penulis mengambil definisi

operasional yaitu :

a. Laporan Realisasi Anggaran Sektor Publik merupakan suatu Laporan yang

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi
yang dikelola ,serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam periode pelaporan yang terdiri atas pendapatan dan
belanja.

Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Sektor Publik, yaitu Efektivitas kinerja
anggaran sektor publik ialah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi
dalam mencapai tujuannya. Pengukuran dalam efektivitas ini mengukur
hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya ( cost of
outcome). Sedangkan Efisiensi kinerja anggaran sektor publik adalah lebih
bersifat relatif. Pengukuran efisiensi ini berhubungan dengan konsep
produktivitas, pengukuran efisiensi yang dilakukan dengan menggunakan

perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi Operasional | Indikator | Skala
Laporan Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
Realisasi ekonomi yang dikelola, atau pun menggambarkan perbandingan antara anggaran
Anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur
Sektor pendapatan dan belanja
Publik
Dukungan antara pengeluaran
dengan tujuan dan sasaran yang
harus  dicapai.  Pengertian Realisasi penerimaan PAD
Efektivitas efektivitas ini dalah pada | Efek= : x 100%
dasarnya berhubungan dengan Anggaran penerimaan PAD .
Anggaran . : Rasio
pencapaian tujuan atau paket
kebijakan. Kegiatan operasional
ini dikatakan efektif apabila
proses kegiatan tersebut
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mencapai tujuan dan sasaran
aktif  kebijakan  (Mahmudi,
2011)

Efesiensi
Anggaran

Kondisi atau keadaan, dimana
penyelesaian suatu pekerjaan
dilaksanakan dengan benar dan
dengan penuh kemampuan yang
dimiliki. ~ Secara  sistematis,
efisiensi adalah perbandingan
antara output dan input atau pun
dengan istilah lain output per
unit input (Raharjo, 2011).

Efis=

Realisasi Belanja

Anggaran Belanja

x 100%

Rasio

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan

metode atau teknik ntuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut :

a. metode dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dokumentasi, tahapannya

adalah penulis mempelajari data APBD kota Binjai periode 2016 - 2019

dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas.

b. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi

yang relevan dengan topic atau masalah yang akan diteliti, yang diperoleh

dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis,

disertai, jurnal, peraturan-peraturan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak

maupun elektronik lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis statistik

deskriptif merupakan suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasikan,
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menafsirkan serta menginterprestasikan data sehingga memberikan suatu
gambaran tentang masalah yang dihadapi atau diteliti.

Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa “statistik deskriptif yaitu statistik
digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Untuk mempermudah proses analisis yang akan dilakukan, penulis akan
membuat model analisis yang akan dilakukan penulis dalam rangka menjawab
permasalahan yang ada.

a. Analisis Efektivitas

Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa “Efektifitas merupakan ukuran
berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai
tujuannya”. Efektifitas adalah suatu hubungan antara keluaran dengan tujuan
dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif
apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan
(spendingwisely). Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan
dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan
program.

Dalam efektivitas ini tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan publik dalam
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potensi riil. Yulianti (2015) mengemukakakan

“Kinerja sektor publik bisa dikatakan efektif yaitu rasio antara 90,01% s/d



100%, semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja akan semakin baik dan
semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk™ . Tingkat efektivitas
dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan

dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

Realisasi penerimaan PAD
Rasio efektivitas = ----------------=-m-mm-mmemmemo x100%

Anggaran penerimaan PAD

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Apabila hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan
dikatakan sangat efektif.

b) Apabila hasil perbandingan mencapai 100%, maka pendapatan
dikatakan efektif.

c) Apabila hasil perbandingan mencapai 90-99%, maka pendapatan
dikatakan cukup efektif.

d) Apabila hasil perbandingan mencapai 75-89%, maka pendapatan
dikatakan kurang efektif.

e) Apabila hasil perbandingan mencapai dibawah 75%, maka pendapatan

dikatakan tidak efektif.

. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan (input) dan keluaran
(output), efisiensi ialah suatu ukuran apakah penggunaan barang dan jasa

yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk
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mencapai tujuan organisasi perangkat publik dapat dicapai manfaat tertentu.
Input merupakan segala sesuatu dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk mendapatkan keluaran. Output ialah segala sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik dan
non fisik. Oleh karena itu efisiensi merupakan tingkat pencapaian output
yang maksimum dengan input tertentu. Rasio efisiensi belanja dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja
Rasio efesiensi = ---------------=--------- x100%
Anggaran Belanja

Kriteria analisis rasio efisiensi dikategorikan sebagai berikut :

a) Apabila hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja
dikatakan tidak efisien.

b) Apabila hasil perbandingan mencapai 90-100%, maka anggaran
belanja dikatakan kurang efisien.

c) Apabila hasil perbandingan mencapai 80-90%, maka anggaran
belanja dikatakan cukup efisien.

d) Apabila hasil perbandingan mencapai 60-80%, maka anggaran
belanja dikatakan efisien.

e) Apabila hasil perbandingan mencapai dibawah 60%, maka

anggaran belanja dikatakan sangat efisien.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Hasil Penelitian
4.1.1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai

Binjai adalah salah satu Kota (dahulu daerah tingkat Il berstatus
Kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22
km di sebelah barat ibukota Provinsi Sumatera Utara, Medan. Adapun sejarah
berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Binjai pada Peraturan Daerah Kota
Binjai Nomor 17 Tahun 2011 mengatakan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota
Binjai adalah unsur pelaksanaan Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah Kota. Mengingat bahwa Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kota Binjai ini baru berpindah lokasi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan
diresmikan langsung oleh walikota Binjai. Kantor baru berlokasi di jalan Jambi
kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan. Sebelumnya Dispenda Kota
Binjai berkantor di jalan Teuku Amir Hamzah kecamatan Binjai Utara yang
merupakan gedung milik Pemprovsu.

Kota Binjai merupakan salah satu daerah tingkat 1l di provinsi Sumatera
Utara dan telah memperbaiki dirinya dengan cara melakukan pemekaran wilayah.
Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 wilayah Kota
Binjai diperluas menjadi 90,23 km dengan 5 wilayah Kecamatan yang terdiri dari
11 desa dan 11 kelurahan. Setelah dipecahkan desa dan kelurahan pada tahun

1993 jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan menjadi 20.
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Dalam perubahan berdasarkan keputusan gubernur Sumatera Utara Nomor
140-1395/SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 vyaitu tentang pembentukan 6 desa
persiapan dan kelurahan persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur
Sumatera Utara Nomor 146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa

menjadi kelurahan.

4.1.2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Binjai
Visi Kota Binjai
Visi ialah suatu pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi
Pemerintah dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,
inovatif, serta produktif. Visi dengan kata lain merupakan suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan di masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin
diwujudkan/tercapai oleh Instansi Pemerintah yang mengacu pada batasan
tersebut, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Kota
Binjai Tahun 2011-2015. Visi dalam Pembangunan Daerah Kota Binjai diuraikan
sebagai berikut :>>Terwujudnya Binjai Sebagai Kota Idaman yang Dinamis,
Berdaya Saing, dan Nyaman dalam Kebersamaan”’.
Berikut ini penjelsan makna dari kalimat visi adalah sebagai berikut :
a) Idaman berarti Kota Binjai memiliki trademark/image sesuai dengan
perkembangan kota dengan pembangunan yang berkelanjutan.
b) Dinamis berarti Kota Binjai mampu mengikuti dan dapat menyesuaikan
diri dengan perkembangan zaman.
c) Berdaya Saing berarti Kota Binjai memiliki daya saing (Pemerintahan,

Pendidikan, Kesehatan, Industri, Jasa).
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d) Nyaman berarti Kota Binjai sebagai kota yang nyaman bagi semua
stakeholder untuk mengikuti aktivitas kehidupan (bertempat tinggal,
bekerja, dan beribadah).
e) Kebersamaan berarti menghidupkan suasana bersama antara pemerintah
dan masyarakat dalam pembangunan yang semangat “Binjai Kotaku,
Kotamu, dan Kota Kita Semua”.
Misi Kota Binjai

Misi merupakan sesuatu pelaksanaan oleh Instansi Pemerintah yang sesuai
dengan visi yang ditetapkan. agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil
dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak — pihak yang berkepentingan
dan berwajib dapat mengenal Instansi Pemerintah Kotanya dan mengetahui fungsi
pokok serta program — programnya dan hasil yang akan diperoleh di waktu yang
akan datang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Binjai mempunyai misi yaitu
sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka memcapai tujuan pembangunan
kota, yang dasarnya adalah tonggak dari rencana strategis yang disususn untuk 5
(lima) tahun ke depan, yang secara eksplisit menggambarkan kondisi Kota Binjai
yang harus dicapai.
Adapun beberapa Misi Kota Binjai sebagai berikut :

a) Untuk membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam
menunjang perekonomian.

b) Untuk membangun masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya.
Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

¢) Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
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d) Untuk membangun dan membina kerukunan hidup beragama.

e) Untuk meningkatkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai

Struktur Organisasi adalah susunan atau perwujudan yang mencerminkan
arus atau garis perintah, tugas, kewajiban serta tanggung jawab. Pada umumnya
suatu organisasi digambarkan dalam bentuk bagan sehingga dengan bagan
tersebut akan dapat dilihat dengan jelas tantangan tugas serta kedudukan masing-
masing orang dalam organisasi tersebut.

Organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing serta
memperlancar aktifitas arus kerja perusahaan, oleh karena itu diperlukan struktur
organisasi yang jelas dalam menggambarkan departemen-departemen tesebut.
Adapun struktur organisasi Pemerintah Kota Binjai, dapat dilihat pada gambar V-

1 berikut ini :
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SEKRETARIS DPRD
ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN ASISTEN PEREKONOMIAN ASISTEN
KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI UMUM
BAGIAN BAGIAN
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KELURAHAN DAN DAN KESEHATAN HUKUM KINERJA
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SUBBAG SUBBAG ADMINISTRASI SUBBAG
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Binjai
Sumber : Pemerintah Kota Binjai, 2021
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4.1.4. Deskripsi Uraian Pekerjaan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun
2016 menyatakan Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) yaitu telah diubah beberapa kali
terakhir ini dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2018 vyaitu
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kota Binjai Tahun 2018Nomor 35) telah diubah yaitu sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah Daerah yang dipimpin oleh

seorang Sekretarias Daerah, bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas

pokok Sekretariat Daerah ialah untuk membantu kepala Daerah dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi
dan tata laksana, pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini

mencakup :

a) Untuk melakukan pengkoordinasian perumusan Kebijakan Pemerintah
Daerah terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah
dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah,

b) Untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah,

c) Untuk melaksanakan pembinaan pembangunan,

d) untuk melaksanakan pembinaan kemasyarakatan,
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h)
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Untuk melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, dan tatalaksana
serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi vertical,
Untuk melaksanakan koordinasi perumusan peraturan perundang—
undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok
pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran,

Untuk melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga,
Untuk mengelola sumber daya aparatur keuangan prasarana dan sarana
pemerintahan daerah kota,

Untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas

pokok dan fungsinya,

. Staf Ahli Walikota Binjal, terdiri dari :

a). Bidang Hukum dan Politik;

b). Bidang Pemerintahan;

c). Bidang Pembangunan;

d). Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

e). Bidang Ekonomi dan Keuangan

Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai,terdiri dari :

a). Dinas Pendidikan dan Pengajaran;

b). Dinas pemuda dan Olah Raga;

c). Dinas Kesehatan;

d). Dinas Sosial;

e). Dinas Tenaga Kerja;

f). Dinas perhubungan;



g). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

h). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

i). Dinas Pekerjaan Umum;

J). Dinas Tataruang perumahan dan pemukiman;
k). Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah;
). Dinas Perindustrian, perdagangan dan pasar;

m). Dinas Pertanian;

n). Dinas Kebersihan dan pertamanan;

0). Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

4. Lembaga Teknis Kota Binjal, terdiri dari :

a). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b). Badan Kesatuan Bangsa, politik, dan linmas;

c). Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
d). Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan keluarga Sejahtera;
e). Badan Pendidikan dan pelatihan;

f). Badan Pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan;
g). Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

h). Kantor Pemberdayaan Perempuan;

i). Kantor Pemberdayaan Masyarakat;

j). Kantor Penilitian dan pengembangan;

k). Badan Kepegawaian Daerah;

). Inspektorat Kota;

m). Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham;
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n). Kantor pelayanan Terpadu Satu Pintu;
0). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
5. Kecamatan Pemerintah Kota Binjai, terdiri dari :
a). Kecamatan Binjai Kota;
b). Kecamatan Binjai Utara;
c). Kecamatan Binjai Timur;
d). Kecamatan Binjai Selatan;
e). Kecamatan Binjai Barat;
6. Kelurahan Pemerintah Kota Binjali, terdiri dari 37 Kelurahan.

7. Badan Narkotika Kota Binjai.

4.1.5. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Dalam pembahasan hasil penelitian ini yaitu membahas mengenai
bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran pendapatan untuk menilai
kinerja Pemerintah Kota Binjai dengan menggunakan yang rasio efektifitas

terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan pada tahun 2016-2019.
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Grafik Anggaran dan Realisasi PAD

— RealEas

2018 2019

Gambar 4.2. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan data anggaran dan realisasi
pendapatan Pemerintah Kota Binjai selama tahun 2016 — 2019. Grafik di atas
menunjukkan bahwa adanya pergerakan fluktuasi penerimaan pendapatan daerah,
dimana terjadi sedikit penurunan di tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2016
pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 983.874.628.421 turun di tahun
2017 menjadi Rp 879.551.758.424,48. Pada tahun 2018 pendapatan masih turun
menjadi Rp 867.761.218.147, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp
960.365.036.459. Pendapatan-LRA ialah suau penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang berkaitan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.
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4.1.6. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja

Dalam pembahasan hasil penelitian ini ialah membahas tentang bagaimana
tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja untuk menilai kinerja Pemerintah
Kota Binjai dengan menggunakan rasio efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran

belanja Pemerintah Kota Binjai Kota Palembang pada tahun 2016-2019.

GRAFIK ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

Anggaran

2017 2018
Gambar 4.3. Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja

Grafik di atas memperlihatkan perkembangan data anggaran dan realisasi
belanja Pemerintah Kota Binjai selama tahun 2016 — 2019. Grafik di atas
menunjukkan bahwa adanya pergerakan fluktuasi belanja daerah, dimana terjadi
sedikit penurunan di tahun 2017. Pada tahun 2016 belanja yang dihasilkan adalah
sebesar Rp. 1.025.411.103.368,5 turun di tahun 2017 menjadi Rp
849.025.483.683,96. Pada tahun 2018 belanja naik menjadi Rp 867.761.218.147,
dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 957.665.036.459.

Belanja yang diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah. Khusus pengeluaran ini melalui bendahara pengeluaran
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pengakuan yang terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh wunit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja
diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan
fungsi. Dalam hal klasifikasi ekonomi merupakan suatu pengelompokan belanja
yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat ialah belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
Klasifikasi belanja pemerintah daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
Belanja operasi dikelompokan ialah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial. Belanja modal dikelompokkan dalam pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi. Belanja modal yaitu dikelompokan meliputi sebagai berikut
belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak
berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan

pemerintah pusat/daerah.
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4.1.7. Analisis Efektivitas Anggaran
Dalam efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas. Rasio ini

menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk merealisasikan APBD
yang direncanakan dan dibandingkan dengan APBD yang telah ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah. Setelah melakukan analisis efektivitas, adapun

cara untuk mengetahui kriteria efektivitasnya yaitu sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan PAD

Efektivitas : x 100%

nggaran Peneriman PAD

Kriteria Efektivitas

Sangat efektif >100%
Efektif = 100%
Cukup efektif 90%-99%

Kurang efektif 75%-89%

Tidak efektif <75%

Sumber: Mahmudi (2016:141)

Tabel 4.1. Perhitungan Efektivitas Anggaran

Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Pendapatan

1
Anggaran | 985.607.494.365 | 964.903.163.076 | 870.461.218.147 | 948.180.431.992
Realisasi 983.874.628.421 | 879.551.758.424 | 867.761.218.147 | 960.365.036.459
Capaian 99,82% 91,15% 99,69% 101,29%
Efektivitas

Kesimpulan Cukup Efektif | Cukup Efektif | Cukup Efektif [ Sangat Efektif
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Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

GRAFIK CAPAIAN EFEKTIVITAS ANGGARANMN

Gambar 4.4. Grafik Capaian Efektivitas
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Binjai
pada tahun 2016-2018 memiliki tingkat efektivitas di <100%. Hasil ini
menunjukkan bahwa dalam mengelola anggaran daerah Pemerintah Kota Binjai
masuk dalam kategori cukup efektif, yaitu masih belum tepat pada apa yang telah
menjadi target anggaran. Dilihat dari tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar
99,82% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar
8,67% sehingga tingkat efektivitas menjadi 91,15% dengan kriteria cukup efektif,
tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,54% sehingga tingkat efektivitas
menjadi 99,69% dengan kriteria masih cukup efektif. Tahun tahun 2019 kembali
mengalami peningkatan sebesar 1,6% sehingga tingkat efektivitas menjadi
101,29% dengan kriteria sangat efektif. Pemerintah Kota Binjai berhasil
meningkatkan realisasi PAD pada tahun 2019, yang mengindikasikan bahwa
Pemerintah Kota Binjai sudah dikatakan mampu mengelola daerahnya untuk
meningkatkan sumber PAD nya, yang secara tidak langsung kegiatan

perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat.
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Efisiensi merupakan suatu hubungan erat dengan konsep produktifitas.

Pengukuran efisiensi ini dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara

output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Dalam

proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau

hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan suber daya (Mardiasmo,

2009). Sedangkan Mahmudi (2007) menyatakan bahwa efisiensi yaitu suatu

analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan

belanja. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan rumus, adapun cara

untuk mengukur kriteria efisiensi yaitu sebagai berikut:

A

s . Realisasi Belanja
Efisiensi = 2 x100%
Anggaran Belanja

Kriteria Efisiensi

Tidak efisien >100%
Kurang efisien 90%-100%
Cukup efisien 80%-89,99%
Efisien 60%-79,99%
Sangat efisien <60%

Sumber: Mahsun (2013) dalam Rukayah et al.,(2017:6)

Tabel 4.2. Perhitungan Efesiensi Anggaran

Jenis Anggaran 2016 2017 2018 2019
Belanja
2 Anggaran | 1.023.554.570.569 | 978.587.608.010 | 951.373.613.233 | 961.857.047.999

Realisasi | 1 155 411.103.369 | 849.025.483.684 | 867.761.218.147 | 957.665.036.459
Capaian 100,18% 86,76% 91,21% 99,56%
Efesiensi
Kesimpulan Tidak Efesien | Cukup Efesien | Kurang Efesien | Kurang Efesien

Sumber : Data Olahan, 2021
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GRAFIK CAPAIANMN EFESIENSI

Gambar 4.4. Grafik Capaian Efesiensi Anggaran
Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kota
Binjai pada tahun 2016 memiliki tingkat efisiensi sebesar 100,18%. Menurut
kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, semakin besar nilai efisiensi yang
mendekati angka 100%, maka menunjukkan tingkat efisiensi yang kurang efisien.
Hasil ini ditunjukkan oleh Realisasi Belanja sebesar Rp 1.025.411.103.369 dan
Anggaran Belanja sebesar Rp 1.023.554.570.569. Selisin Anggaran Belanja
dengan Realisasi Belanja sebesar Rp 1.856.532.800, yang berarti pada tahun 2016
pemerintah daerah tidak efesien melakukan penghematan anggarannya.

Tahun 2017 Pemerintah Kota Binjai memiliki tingkat efisiensi sebesar
86,76%. Menurut kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, semakin besar nilai
efisiensi yang mendekati angka 100%, maka menunjukkan tingkat efisiensi yang
kurang efisien. Hasil ini ditunjukkan oleh Realisasi Belanja sebesar Rp
849.025.483.684 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 978.587.608.010. Selisih

Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp - 129.562.124.326, yang
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berarti pada tahun 2017 pemerintah daerah cukup efesien melakukan
penghematan anggarannya.

Tahun 2018 Pemerintah Kota Binjai memiliki tingkat efisiensi sebesar
91,21%. Menurut kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, semakin besar nilai
efisiensi yang mendekati angka 100%, maka menunjukkan tingkat efisiensi yang
kurang efisien. Hasil ini ditunjukkan oleh Realisasi Belanja sebesar Rp
867.761.218.147 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 951.373.613.233. Selisih
Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp -  83.612.395.086, yang
berarti pada tahun 2018 pemerintah daerah kurang efesien melakukan
penghematan anggarannya.

Tahun 2019 Pemerintah Kota Binjai memiliki tingkat efisiensi sebesar
99,56%. Menurut kriteria efisiensi yang telah ditetapkan, semakin besar nilai
efisiensi yang mendekati angka 100%, maka menunjukkan tingkat efisiensi yang
kurang efisien. Hasil ini ditunjukkan oleh Realisasi Belanja sebesar Rp
957.665.036.459 dan Anggaran Belanja sebesar Rp 961.857.047.999. Selisih
Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp - 4.192.011.540, yang
berarti pada tahun 2019 pemerintah daerah kurang efesien melakukan

penghematan anggarannya.

4.2.Pembahasan
4.2.1. Efektifitas Anggaran Pendapatan

Efektifitas adalah kemampuan pemerintah untuk merealisasikan anggaran
belanja yang telah direncanakan dengan target yang ditentukan. Kinerja

pemerintah dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan efektif dengan beberapa
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nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif >60% maka dinilai tidak etektif.
jika rasio etektif antara 60%-80% maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektif
antara 80%-90% maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektif antara 90%-100%
maka diniiai efektif, jika rasio efektif > 100% maka dinilai sangat efektif.
Semakin besar rasio efektifitas berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran
pendapatan pada Pemerintah Kota Binjai untuk tahun 2016-2019 belum
menunjukkan kriteria sangat efektif. Secara keseluruhan, untuk tiap tahunnya
realisasi pendapatan masih lebih kecil dari realisasi anggaran pendapatan, namun
capaiannya masuk kedalam kategori cukup efektif dimana target rasio capaiannya
rata — rata di atas 90%- 100% setiap tahunnya.

Realisasi anggaran belanja dapat dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang
ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja
(penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja
dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Mengenai
diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan
dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Akuntansi belanja
dapat disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan
ketentuan, atau dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi
manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kiky Muryanti (2017)
yang menytakan yaitu perkembangan terhadap tingkat efektivitas pengelolaan

keuangannya sangat efektif dan tethadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan
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efisien. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan PP No.71 tahun 2010 yaitu
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
ikhtisar sumber alokasi dan pemakian sumber daya keuangan dikelola oleh
pemerintahan pusat/daerah, atau mengambarkan perbandingan antara anggaran
dan realisasinya dalam satu periode pelaporannya. Pengukuran kinerja Pemerintah
Kota Binjai dalam pelaksanaan anggaran belanja tolak ukur yang digunakan
adalah membandingkan realisasi anggaran beianja dengan anggaran belanja
dikalikan 100%. Unsur-unsur belanja di Pemerintah Kota Binjai yaitu terdiri dari
belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung meliputi
belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bantuan keuangan dan belanja lidak terduga. Sedangkan belanja langsung seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Untuk belanja tidak
langsung semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan secara
keseluruhan sudah terialisasi secara optimal, sedangkan belanja langsung semua
program kegiatan sudah ditargetkan dengan keseluruhan terialisasi sesuai pada
yang ditargetkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota Binjai

tahun 2019 sudah berhasil.

4.2.2. Efesiensi Anggaran Belanja

Efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam
penyelenggaraan anggaran suatu organisasi, untuk dapat memberikan pelayanan
dan kesejahteraan yang maksimal. Hasil perhitungan dalam tingkat efisiensi

pelaksanaan anggaran belanja di Pemerintahan Kota Binjai untuk tahun 2016-
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2019 belum menunjukkan kriteria sangat efisien. Secara keseluruhan, untuk tiap
tahunnya realisasi belanja langsung memang lebih kecil dari realisasi anggaran
belanja, namun target rasio capaiannya rata — rata masih di atas 90% setiap
tahunnya. Unsur-unsur belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Semua unsur belanja realisasinya tidak melebihi anggaran yang telah
ditetapkan. Dengan hasil perhitungan dari tahun ketahun kinerja Pemerintah Kota
Binjai dalam pelaksanaan anggaran belanja dapat menghemat dana dalam
pengelolaan anggaran belanja..

Dalam hal ini hasil penelitian yaitu sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Ariel (2013) menyatakan yaitu tingkat efektifitas atau efisiensi
pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah Kota Binjai sudah dikategorikan efektif
dan efisien dan kinerja pelaksanaan anggaran belanja dapat dikatakan berhasil.
Hasil penelitian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP
mengemukakkan bahwa belanja yang diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Dalam pengertian lain yang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 telah diubah dengan
Permendagri no.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan peraturan
Menteri dalam Negeri NO.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua. Pengukuran
kinerja Pemerintah Kota Binjai dalam pelaksanaan anggaran belanja langsung,
tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan realisasi anggaran belanja
langsung dengan anggaran belanja dikalikan 100%.

Terkait dalam belanja Pemerintah Kota Binjai dapat dikatan cukup efisien

jika realisasi belanja tidak melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.
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Jumlah belanja yang dianggarkan yaitu batas tertinggi dalam setiap jenis belanja.
Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari beianja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung yaitu meliputi belanja pegawai, belanja subsidi,
beianja hibah, belanja bantuan sosial, beianja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga. Unsur belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan
ja.sa serta belanja modal. Semua unsur belanja daerah realisasinya tidak melebihi
anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini tingkat efisiensi anggaran belanja Pemerintah Kota Binjai
setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 tingkat efisiensi sebesar
100,18% menjadi 86,76% pada tahun 2017. Dari sudut pandang efisiensi
perubahan ini dapat dipandang sebagai peningkatan tingkat efisiensi. tetapi masih
dalam kriteria yang hanya cukup efisien. Pada tahun 2018 mengalami penurunan
tingkat efisiensi menjadi sebesar 91,21% dan memiliki kriteria cukup efisien.
Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan tingkat efisiensi menjadi 99,56%.
Secara keseluruhan, anggaran belanja Pemerintah Kota Binjai lahun 2016 sampai
dengan tahun 2019 sudah cukup efisien dengan tingakat efisiensi dibawah 100%
dan masuk pada kategori cukup efisien. Unsur-unsur belanja tersebut terdiri dari
belanja tidak langsung dan belanja langsung. Semua unsur belanja realisasinya

tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah
sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah Pemerintahan
Kota Binjai tahun anggaran 2016 - 2019 dapat dikatakan cukup efektif, yaitu
dengan memiliki tingkat presentase efektivitas rata-rata kurang dari 100%. Hal
ini berarti pemerintah daerah belum cukup berhasil merealisasikan pendapatan
dan anggaran pendapatannya. Meskipun tingkat presentase efektivitasnya dari
tahun ke tahun meningkat, tetapi tetap belum dapat mempertahankan kriteria
tingkat efektivitasnya berada pada kriteria cukup efektif.

2. Tingkat efisiensi realisasi anggaran kinerja pemerintah daerah Kota Binjai
pada tahun 2016 memiliki kriteria kurang efisien, kemudian 2017 memiliki
kriteria cukup efisien dan di 2018-2019 memiliki kriteria kurang efisien,
dengan memiliki tingkat presentase efisiensi rata-rata 80%-89,99%. Hal ini
berarti pemerintah daerah Pemerintah Kota Binjai telah cukup berhasil
menunjukkan Kinerja yang masih cukup baik. Pemerintah Kota Binjai dinilai

belum bisa menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran untuk ber
manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran yang diberikan oleh penulis

adalah sebagai berikut:
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1. Pemerintah daerah Kota Binjai sebaiknya tetap meningkatkan dan
mengoptimalkan pendapatan daerahnya dengan memaksimalkan hasil
pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Pemerintah daerah Kota Binjai sebaiknya lebih mengoptimalkan semua
sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan
anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya. Hal yang dapat
dilakukan adalah dengan menilai kembali belanja langsung dan belanja

tidak langsung dengan skala prioritas.
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